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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains OLEH : NAMA : R. YUPI SUWANSYAH NPM : 177121044 BIDANG KAJIAN UTAMA :
ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARIANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam
penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang
kendali proses berlangsungnya governance. Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi publik yang
demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah saat ini.
Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan
dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai
dari perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini
merupakan suatu proses yang baik dalam suatu organisasi publik terhadap kebijakan yang akan dibuat.
Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan
pemerintah. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar
bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan
diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana
yang diperkenalkan oleh Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan
yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan
mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi
kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut diatas, ‘/Adanya. kebijakan etonemi daerah pemerintah secara
langsung menuntut seluruh provinsi, daerah otonom, dan kotamadya untuk melaksanakan pengelolaan dan
akuntabilitas keuangannya sendiri-sendiri. Sebagai langkah konkret pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
memberi peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mengelola Aset/Barang Milik Daerah agar dapat
mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah). Penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang efektif dan efisien memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terkelola dengan baik
dan berdaya guna tinggi. Sarana dan prasarana merupakan aset pemerintah daerah dan merupakan bagian
penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Aset atau barang milik daerah
(BMD) merupakan salah satu penopang pendapatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu mengelola barang milik daerah dengan baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang milik daerah mengacu pada semua komoditas yang dibeli atau
diperoleh dengan biaya anggaran pendapatan dan belania daerah, atau dar'\ komaditas lain yang digeraleh
secara sah. Pengelolaan barang milik daerah/aset daerah meliputi ruang lingkun perencanaan kebutuhan
dan anggaran, pengadaan, penggunaan, penggunaan, pengamanan dm ; ! an, evaluasi,
penghapusan, pengalihan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan_pengendalian, Semua kegiatar
tersebut merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset daerah Aset merupakan sumber daya vang
penting bagi pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah yang baik, pemerintah daerah akan
menyediakan sumber dana bagi pembangunan daerah. Dengan merencanakan kebutuhan aset, pemerintah
daerah akan mendapatkan gambaran dan panduan tentang kebutuhan aset pemerintah de
merencanakan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat menghindari memiliki a
dengan kebutuhannya sehmoca dapat menjaga dan meninghatkan kyalitas pelavanar vang d

Pemerintah | Provm51 Riau adalah menyangkut pengadaan penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan aset
dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan, sehingga hasil analisa kebutuhan aset tersebut bisa
menentukan rencana pemenuhan kebutuhan para aparatur sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Riau
dalam hal ini mobil dinas. Salah satu pengelolaan kekayaan daerah adalah eliminasi dan transfer.
Penghapusan adalah mengeluarkan barang milik daerah dari daftar barang melalui pejabat yang berwenang
yang mengeluarkan surat keputusan, sehingga membebaskan pemakai dan/atau agen pemakai barang
dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan sebenarnya atas barang tersebut. kontrol.
Penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup barang milik daerah (BMD), Penghapusan
barang milik teritorial (BMD) merupakan proses lanjutan, bukan pengelolaan barang_milik teritorial (BMD)
itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk membebaskan pengelolaan barang milik teritorial (BMD)_vang telah
mencapai standar penghapusan administrasi tindakan divisi Tanggung jawab atas barang fisik yang ada
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Oleh : Yupi Suwansyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejauhmana
Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset
Kendaraan Dinas Pemerintah:Kota"' Pekanbaru. .Beberapa permasalahan yang
terjadi pada Badan Pengelolan Keuangan dan 'Aset, Daerah Kota Pekanbaru
melakukan penghapusan aset daerah adalah Kondisi barang milik daerah yang
sudah rusak berat (Rusaknya nomor KIR kendaraan), Tingginya penetapan harga
limit pelelangan kendaraan dinas perorangan di Pemerintah Kota Pekanbaru,
Terbatasnya sumber daya manusia pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling
melengkapi. Lokasi penelitian berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa Kuesioner, wawancara,
obsevasi, dan telaah kepustakaan sedangkan Informan penelitian yang diikut
sertakan peneliti sebanyak 20 (dua puluh) orang. Hasil Penelitian ini bahwa
Implementasi Kebijakan Publik dalam melaksanakan program penghapusan aset
kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terlaksana cukup baik.
Namun demikian kendala dari struktur organisasi yaitu sistem informasi penarikan
kembali barang-barang asset- 'yang ‘akan-.dihapuskan preses penilaian dan
keputusannya terlalu lama. Dalam konteks komunikasi, pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru masih ditemui adanya hambatan dan
tantangan. faktor kualitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset
kendaraan dinas " di - Pemerintah Kota Pekanbaru..yang kurang memadai
berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi. program penghapusan aset
kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan informasi
yang minim yang diterima oleh pihak OPD yang menggunakan kendaraan
bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru program penghapusan aset kendaraan
bermotor. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai
dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau
sebaiknya harus disertai penegakkan aturan yang tegas dan sanksi.

Kata Kunci: Implementasi, Penghapusan Asset, Kendaraan Dinas.
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN IMPLEMENTING THE
PEKANBARU CITY OF PEKANBARU GOVERNMENT SERVICE
VEHICLE ASSETS ELECTION PROGRAM

By Yupi Suwansyah
ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the extent of the implementation of
public policies in implementing the Pekanbaru City Government Service Vehicle
Assets Elimination Programs::Some ~of=the sproblems that occurred in the
Pekanbaru City Financialand Asset Management Agency deleting regional assets
were the condition of regional property that was heavily damaged (damaged
vehicle KIR ‘number), the high price setting for the auction limit of individual
official vehicles in the Pekanbaru City Government, limited human resources in
the field of assets of the Regional Financial and Asset Management Agency of
Pekanbaru City. The research method used is descriptive. analytical with
complementary quantitative and qualitative approaches. The research location is
in the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City.
Data collection techniques in the form of questionnaires, interviews, observations,
and literature review while the research informants who were included by
researchers were 20 (twenty) people. The.results of this study indicate that the
implementation_of public policies in implementing the vehicle asset elimination
program for the Pekanbaru City Government Service has been carried out quite
well. However, the constraint.of the organizational structure iIs the information
system for the recall of asset ttems-which, will ‘be abolished; the assessment and
decision process is too long. In the context of communication, the Pekanbaru City
Regional Financial and Asset Management Agency still encountered obstacles
and challenges.” The "inadequate quality factor of .implementing the asset
elimination program for the official vehicle asset.in the Pekanbaru City
Government has an “effect on the ineffectiveness of the implementation of the
official vehicle asset elimination program in_the Pekanbaru City Government.
This is due to the minimal information received by the OPD using motorized
vehicles belonging to the Pekanbaru City Government for the motor vehicle asset
elimination program. The efforts that will be made by the Pekanbaru City
Government, in accordance with the authorities carried out so far, are only
limited to urging that it should be accompanied by strict enforcement of rules and
sanctions.

Keywords: implementation, asset elimination, Official Vehicle.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

peranan sangat
yang dibuatnya.
dari perumusan,
yang wajar dan ini

merupakan sua la : terhadap kebijakan

diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah
kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards 111 implementasi kebijakan
diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.

Edwards 1ll  memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan



mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan
implementasi kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, keberadaan kebijakan pemerintah tentang
otonomi daerah _secara langsung.mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota
untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Sebagai
langkah konkret pengelolaan. Aset/Barang: Milik. Daerah antara lain berupa lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi
peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mengelola Aset/Barang Milik Daerah
agar dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat
membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan
baik dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan aset pemerintah daerah yang
menjadi salah™ satu wunsur- penting dalam _penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Aset atau barang milik daerah (BMD) merupakan
salah satu penopang perolehan pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mengelola barang milik daerah daerah dengan baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



Pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah mencakup lingkup perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan, dan..pengendalian: Keseluruhan  kegiatan tersebut
merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah.

Aset _merupakan sumberdaya yang 'penting bagi pemerintah daerah, dengan
mengelola ‘aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan
mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dengan
melakukan = perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah. akan memperoleh
gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan
perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari
kepemilikan aset yang sesual dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Dalam menentukan kebutuhan aset daearah salah satu langkah yang diambil
olen Pemerintah  Provinsi Riau adalah menyangkut pengadaan, penggunaan,
pemeliharaan dan penghapusan aset dibuat dalam  suatu kerangka perencanaan
pelayanan, sehingga hasil analisa kebutuhan.aset tersebut bisa menentukan rencana
pemenuhan kebutuhan para aparatur sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Riau
dalam hal ini mobil dinas.

Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan dan

pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah



dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya. Penghapusan-merupakan preses terakhir.dalam perjalanan hidup
barang milik daerah (BMD) tersebut. Penghapusan barang milik daerah (BMD)
merupakan proses tindak lanjut.daripada pengelolaan barang milik daerah (BMD) itu
sendiri, demgan tujuan untuk membebaskan kepengurusan barang milik daerah
(BMD) vyang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan
penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada
dalam pengelolaan bendahara barang atau pengurus barang atau pengguna barang
berdasarkan ~ketentuan = Peraturan = Perundang-undangan  yang  berlaku.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagal
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau
disertakan sebagai modal Pemerintah.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Proses Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik'Daerah ini harus.dibuat rencana kerja yang matang, serta
adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar
tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang



baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisispasi dari seluruh pegawai, maka
target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan Pemerintah. Kota Pekanbaru dapat
menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi
dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan
realisasi anggaran. Untuk menerapkan sistem yang Sesual dengan Perda tersebut
diperlukan pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan
aset ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). maupun pengelola barang milik
daerah secara teliti dan kompeten, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Keta Pekanbaru.

Mekanisme pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan dan
penganggaran Barang Milik, Daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang milik daerah,
adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi organisasi perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Tentu saja pada
saat kepala daerah mengajukan.rencana. kebutuhan barang milik daerah, harus
memperhatikan kepentingan umum, yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan
pembangunan, setelah itu diadakan pengadaan, kemudian lanjut ke penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran, dan ditentukan penggunaan, serta mencatat
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penatausahaan, pemanfaatan, bagaimana pengamanan dan pemeliharaan lalu

diadakan penilaian, lanjut ke penghapusan, dan pemindahtanganan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian, terakhir pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi.

b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
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c. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran;

3. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.

Dari uraian iatas agan Struktur Organisasi

terlampir.

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah.
2. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi

anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.
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3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian

bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban

dapat dipindahtanggankan. Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan penghapusan khusus penghapusan gedung milik daerah yang harus

segera dibagun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang



sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Penghapusan mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan
ditetapkan dengan' SK Pengelolaan Kepala.Daerah, menetapkan cara penghapusan:
lelang dan/atau disumbangkan /dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila lelang
terbatas, kepala daerah membentuk: panitia ,pelelangan terbatas. Pelaksanaan
penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna barang (Mutasi). penghapusan barang milik
daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar barang
daerah. Penghapusan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah
dan penetapan oleh Pengelola atas nama kepala daerah.

Fokus penelitian ini adalah pada penghapusan aset terhadap kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Pekanbaru. Beberapa alasan yang mendasarkan kebijakan
Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penghapusan aset daerah adalah barang milik
daerah tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, besarnya biaya perawatan seperti
contoh pada kendaraan operasional yang telah berumur lima tahun keatas. Masalah
mengenai penghapusan barang-barang milik-daerah merupakan masalah yang tidak
dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam
kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak
memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat

dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak
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dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan konstribusi terhadap kegiatan
operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan

membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik

gian dari siklus
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¢) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan,
penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada

dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang
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Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan
barang milik daerah. Dalam kondisi lain justru sebaliknya, dimana terdapat barang

milik daerah yang telah terdafar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun

pengangkutan.

Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang
Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau

pelelangan terbatas. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar
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Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun
lebih, untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus dari
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 7
(tujuh) tahun lebih. Penghapusan_kendaraan-dinas operasional walaupun batasan
usianyatelah ditetapkan, harus tetap memperhatikan apakah sudah ada kendaraan
pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran. pelaksanaan tugas.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan
dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala
Daerah melalui pengelola. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang
dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia
Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas
operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik,
kemungkinan mengganggu skelancaran tugas dinas, efisiensi-penggunaannya, biaya
operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian
Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Sumber daya aset terkait dengan akuntabilitas untuk menghindari dari
penyalahgunaan jabatan (abuse of power).oleh pejabat dalam hal penggunaan dan
pemanfaatan kendaraan dinas, apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah
menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. Setelah
dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui

pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui
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kantor lelang Negara. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan
terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berbicara mengenai proses pelelangan berkaitan dengan efisiensi terhadap
pengendalian biaya, tentunya harga lelang kendaraan dinas-menjadi tolok ukur yang
digunakan organisasi untuk mengukur efisiensi dari pengendalian biaya dengan
membandingkan antara tahun.perolehan dengan.kondisi kendaraan saat ini.

Fenomena penguasaan aset negara oleh mantan pejabat, memang selalu ada di
daerah manapun. Meski sudah lepas dinas atau pensiun dan tidak menjabat lagi,
namun tetap pakai dan dikuasai bekas pejabat dan keluarganya, layaknya barang
milik pribadi. Padahal, pihaknya sudah sering melayangkan surat imbauan untuk
segera mengembalikan. Tapi tetap saja tidak digubris sama sekali dan terkesaan tidak
peduli terhadap aset pemerintah yang digunakan sehari-hari.

Upaya penarikan mabil dinas tersebut dalam rangka penertiban dan
pengamanan aset daerah yang masih berkeliaran diluar dilakukan oleh Satpol PP.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melalui Bidang Penegakan Peraturan
Daerah melaksanakan Penertiban Barang Milik Daerah, hal ini dilakukan terkait
koordinasi BPKAD dengan Satpel PP "Provinsi Riau, untuk menarik kendaraan dinas
yang digunakan sebab yang bersangkutan pindah tugas. Penarikan Kendaraan Dinas
(Randis) ini setelah dilakukan pendataan ulang oleh BPKAD koordinasi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Setelah ditarik akan dikelola oleh

bidang aset dan diserahkan kepada pejabat yang aktif sekarang di pemerintah kota
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Pekanbaru atau dilakukan pelelangan. Selain dalam rangka penertiban aset, tiap tahun
mobil itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan saat pemeriksaan dan

selalu dipertanyakan. Pasalnya, mobil itu terdaftar sebagai aset, tapi barangnya tidak

sak Berat akibat

ilelang dan perlu

sebagaimana terlampir.
3. Sebagian mobil dinas tidak dilengkapi dengan keterangan pengguna mobil dinas.
Hal demikian menyebabkan kesulitan terkait pendataan nantinya. Sehingga

ketika pejabat pengguna mobil dinas yang tidak terdata tersebut sudah habis
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masanya dalam pemakaian mobil dinas tentu akan menyulitkan pemerintah Kota

Pekanbaru ketika didata. Data Mobil Dinas Tanpa Keterangan Pemakai pada tabel 1.2.

terlampir.

1. 0 a 3 aknya nomor KIR

penelitian dengan menetapkan plementasi Kebijakan Publik Dalam
Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota

Pekanbaru”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dijelaskan di latar belakang, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi kebijakan publik

menjelaskan .se 3 C : 3 o melaksanakan

Program Pe

Dari segi akade k literatur sumber bacaan dan

Y LI N

pengutipan untuk penelitia dan Peneliti lainya.

3. Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, tentang
langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar pengelolaan manajemen

aset dapat berjalan dengan baik.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

(Gie, 2010:56) S 3 an, pelaksanaan,
pimpinan,
hakekatnya
memimpin &

ditentukan.

kepentingan. Tetapi di Indonesia ilmu administrasi publik berkembang dan
disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat
diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk
kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat,

administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik)

17
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administration of publik, for public dan by public. Dengan demikian administrasi
publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang

publik; ad

Menu

Qg.

eksekutif serta hal yang be

administrasi  pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur
penyelenggara negara.

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4)
adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban
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menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana
pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator,

yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan

langkah-I ah g ha liamb 2} I dalam proses

administras

© o N o O b~ w0 D=

10. Menciptakan dan menggunaka em umpan balik yang handal.

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi
universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik
kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) dalam Keban (2008:4)

menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan
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dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga

sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

1. Aktivitas yang dilakukan dari sebuah organisasi;

‘ \ i inistrasi dan

manajemen wyal ’lanning s ating ing (POAC).
~
Berdasarkan pe is (2004:6¢ )a prinsip-prinsip

administasi

adalah penentuan tipe spesialisa arki yang paling mengoptimalkan
efisiensi organisasi. Teori administrasi dibangun atas empat pilar utama:yaitu
pembagian tenaga kerja, proses skala dan fungsional, struktur organisasioanl dan
rentang kendali (span of control). Karakteristik menurut Nigro (Miftah,

2014:43) dapat dilihat pembeda antara administrasi public dengan administrasi

lainnya, yairu sebagai berikut:
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1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau
mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli

atau semi monopoli;

IS

Teori adm

1. Teor nusia Jungan sesame

manusila

2. Teori ilan keputusan

ptimasi, model

organisasi yang d 3 - apat mengadaptasi teknologi
dan lingkungan.

Selanjutnya Simon (2004:26) mengatakan bahwa teori administrasi pada
hakekatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan
yang tidak rasional. Teori administrasi menurut Simon adalah secara khas juga
merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku
manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tak memiliki kecerdasan untuk

berusaha mencapai titik maksimum.
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Jadi dapat dikatakan bahwa Teori Adminstrasi Publik adalah serangkaian
konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya

melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Dalam

dividu maupun

mendefinisikan

bekerja bersama secara nal te 3 : al suatu tujuan yang

telah ditentukan .da imana te eberapa orang yang

sebagai:

a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok

b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama

c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Definisi organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama
untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci organisasi adalah sebagai
tempat atau wadah untuk berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan

sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber
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daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-prasarana, data dan

lain sebagainya yang digunakan secara efisen dan efektif untuk mencapai tujuan

organisasi.

1.

%i

Sebagai tempat dala

© N o g B~ ow

Sebagai tempat menambat pergaulan dan memanfaatkan waktu luang.

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula
dari konsep “barang publik” (publik goods), yaitu adanya produkproduktertentu
berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang
dilakukan individu-individu (Syafri, 2012:89). Konsep ini menunjukkan adanya

produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.
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Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik
memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan,

pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa

n.untuk memberikan

kinerja dalam
sebuah or SUatu organisasi
menjalank S apai an misi si tersebut. Sselain

itu dapat )€ i ana empengaruhi dan

Teori Klasik (classical theory) atau teori tradisional, yang berisi konsep-
konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan (abad 19) yang
mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan,
tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor

lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama.
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Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritisi
klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta

memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung

manusiawi (The an rela /e —\ dikembangkan atas
dasar teori klasik g ‘ e i a i3 ntingnya aspek
psikologis S awan.. sebagai- indi sebagai bagian

kelompok kerjanya, ata : an i eori‘neoklasik mendefinisikan

telah mengemukaan perlunya ha

1. Partipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan
keputusan;

2. Perluasan kerja (job enlargement) sebagai kebalikan dari pola
spesialisasi;

3. Manajemen bottom-up yang akan memberikan kesempatan kepada para
yunior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen

puncak.
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Teori modern bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang
dangkal dan terlalu yang kadang-kadang disebut juga sebagai analisa sistem pada

organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen.

Perancis Kuno

Valy

ménageme dangkan secara

terminologis m, diantaranya:

Follet yang en sebagai seni

b 5=\ % )

mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang
berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia
bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih
bermanfaat bagi kemanusiaan.

Setiap kegiatan organisasi perusahaan dituntut adanya suatu manajemen

yang baik agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terus terjamin. Manajemen
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yang baik merupakan hasil cipta, rasa, karsa, pikiran, dan perbuatan manusia yang
dapat menolong manusia dalam mencapai tujuannya. Manajemen yang baik
adalah hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun manusia didukung oleh
peralatan dan keuangan yang-memadai, tetapi-yang menentukan baik buruknya
manajemen adalah cara berfikir dan bertindak. Manajemen adalah seni dan ilmu
perencanaan, pengorganisasian, =pengarahan,; pengordinasian, dan pengawasan
untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu:

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Siswanto, 2007:1-
2) mendefenisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan pengunaan
seluruh sumber-daya organisasi lainya demi tercapainya tujuan-organisasi. Proses
adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, yang meliputi:
a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan

b. Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta
sumber daya lainya yang dibutuhkan
c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika
tidak tercapai dilakukantindakan perbaikan.
Menurut Ordway Tead (dalam syafie 2009:41) mendefenisikan
manajamen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan
membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam defenisi ini

menitik beratkan pada proses dan perangkat yang dipergunakan dalam mencapai

tujuan sebuah organisasi.
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Menurut Andrew F. Sikula (2015:2) manajemen pada umumnya dikaitkan
dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,
penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan-tujuan untuk mengkoordinasikan
berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan
suatu produk atau jasa secara efesien,

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara
umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik
dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat
ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik
organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik.seperti organisasi
pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen
sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan,dan pelaksanaan pada organisasi
sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38)
mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang
membedakannya dengan sektor swasta:

1) Sektor publik tidak mendasarkan ‘keputusan pada pilihan individual dalam
pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan
masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui
perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti
air bersih, listrik, kemanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya
yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.

3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas

mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
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4) Organisasi  sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya
kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama
hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi
dan sarana-sarana umum lainnya.

5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan
sosial, .sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk
melakukan keadilan seperti itu.

6) Dalam organisasi sektor. publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam
hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu
juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.

7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar,
sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument
pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan
kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan
keinginan kolektif.

Menurut.Nawawi Manajemen Strategi adalah perencanaan berskala besar
(disebut perencanaan strategis) yang' berorientasi untuk mencapai masa depan
yang jauh (disebut visi), dan idefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi
ini (keputusan yang fundamental dan pokok), sehingga memungkinkan organisasi
untuk berinteraksi secara efektif (disebut mist);.dalam upaya untuk menghasilkan
sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan atau jasa serta
layanan) kualitas, optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran (tujuan
oparasional) organisasi.

Menurut Gregory G Dees (dalam Djasim Saladin, 2003) manajemen
strategis adalah kombinasi dari tiga kegiatan analisis strategi, perumusan strategi
dan strategi implemntasi. Menurut Pearch (1997) Manajemen Strategi adalah

pengumpulan dan tindakan yang menyebabkan perumusan (formulasi) dan
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pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan
organisasi. Menurut Husein Umar (dalam Syafie 1999:86) Manajemen Strategi
adalah sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (merumuskan), aplikasi
(aplikasi) dan evaluasi (evaluasi) keputusan strategi wantara fungsi yang
memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Menurut
Micheal ‘A. Hitt (dalam syafie 1997:15) Manajemen Strategi adalah proses untuk
membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan
bagaimana mereka harus mencapai hasil yang berharga.

Organisasi sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan
kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen publik
menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak out put yang
dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang
diterapkan. Dalam kaitan ini, Vvariabel-variabel, situasi dan kondisi internal dan
eksternal organisasi adalah sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas
manajemen publik. Sedangkan manajemen publik yang efektif dalam organisasi
sebagai sistem terbuka, adalah manajemen strategis.yang mengakomodasikan dan
memperhitungkan variabel-variabel situasi.dan kondisi lingkungan internal dan
eksternal di organisasi. Dengan demikian manajemen publik yang paling efektif
adalah manajemen strategis.

Hasil penelitian Hunger dan Wheelen (1996:7) menunjukkan bahwa The
process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental

scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4)
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evaluation and control. Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan

pada gambar 2.2.

\ 4

Environmental Strat Strategy
Scanning B Implementation
| - ——

A 1 A

Gambar 2.1. Proses Manajemen Strategi dari ‘Hunger dan Wheelen (1996)

Apabila  proses manajemen strategis tersebut, dikaitkan dengan
manajemen strategis untuk pelayanan organisasi publik, maka akan meliputi
aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja.
Manajemen strategis sistem terbuka mengamati lingkungan eksternal di DPRD
untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati [ingkungan internal untuk
melihat kekuatan dan kelemahan (S.W.0O.T) yang disebut faktor strategis. Setelah
mengidentifikasi faktor-faktor-strategis, -manajemen mengevaluasi interaksinya
dan menentukan misi organisasi publik yang sesuai.

Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi,
yang berperanan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan
organisasi publik. Selanjutnya mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut
melalui program, anggaran, dan prosedur. Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan
balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas organisasi. Paling tidak
ada empat fungsi manajemen yang harus dilaksanakan organisasi publik.

Dari beberapa fungsi manajemen strategis tersebut fungsi perencanaan
merupakan fungsi yang pokok dan sangat mendasar, sebagaimana hasil penelitian

Terry (1975:191) menunjukkan bahwa Planning is a fundamental function of
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management. Planning is vital in management. As a matter of fact, planning for
organizing, planning for actuating, and planning for controlling are requisites of

effective management.

strategis
sebagai i perencanaan

strategis ategis. Sistem

\ & N 3

A EAL LML E

perencana g disesuaikan

-

dengan ko adalah sebagai

AtAaN,

sistem terb

pendekatan

tann

Implement and review. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan strategis,

hasil penelitian Mintzberg (1994:36-37) menunjukkan bahwa Strategic planning
is created at the intersection. Outside opportunities are exploited by inside
strengths, while threats are avoided and weaknesses circumvented. Taken into
consideration, bath in the creation of the strategies and their subsequent

evaluation to choose the best.
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Berkaitan dengan perencanaan strategis ada beberapa strategi yang
dikembangkan, yaitu: intended strategy, deliberate stategy, unrealized strategy,

emergent strategy and realized strategy. Dengan fungsi evaluasi dan pengawasan

dalam impleme ari sistem terb n strategis dapat pula
b LSS My b, .
PR
o |

Sufian, 2017)

ada gambar 2.3.

Konsep dan teori perencanaan strategis dari Hunger, Wheelen, Steiner dan
Mintzberg tersebut, memberikan kejelasan pentingnya sistem perencanaan
strategis dalam proses organisasi yang kontekstual. Selain karena faktor
pengamatan situasi dan kondisi internal dan eksternal akan memberikan

informasi dan data yang tepat, rencana dan implementasi program dan

kegiatan/proyek akan efektif pula.
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Pola hubungan antara  pengaruh pengamatan lingkungan terhadap
implementasi  strategi, dengan pengaruh perumusan strategi terhadap
implementasi strategi bersifat berbanding terbalik. Artinya, jika pengaruh
pengamatan lingkungan strategi..terhadap implementasi strategi sangat kuat maka
pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi melalui intervening
emergent strategy menjadi sangat: lemah, demikian pula sebaliknya. jika pengaruh
pengamatan  lingkungan terhadap implementasi strategi sangat kuat, maka
pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi menjadi sangat lemabh,
demikian pula sebaliknya. Peristiwa tersebut sebagai akibat perubahan lingkungan
internal dan eksternal secara terus-menerus yang begitu cepat. Pengamatan
lingkungan tidak saja bermanfaat untuk perumusan rencana strategi, melainkan
juga diperlukan disaat implementasi strategi.

Dengan demikian perencanaan strateqis, akan efektif dan efisien apabila
perumusan rencana strategi mendekati situasi dan kondisi lingkungan yang
sebenarnya atau kontekstual. Sehingga disaat implementasi program, kegiatan dan
proyek, strategi yang.muncul kemudian (emergent strategy) tidak begutu
mempengaruhi rencana yang telah dirumuskan. Dengan demikian perencanaan
strategis tidak hanya sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat mendasar
dan meresap keseluruhan fungsi manajemen yang lain, melainkan merupakan
suatu sistem terbuka. Jika hubungan itu digambarkan dalam proses manajemen
strategis, hubungan tersebut merupakan konsep baru yang melengkapi teori

manajemen strategis. sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.3.
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Eemergent
Strategi
' :
Environmental E \ati Implementation out Put and
Scanning Natural o | FeUET >
and Social Strategy__:

4

ing  menuju
ent Strategy

strategis ya el i S kegiatan yang

terdiri dari :

peralatan, bahan, mesin, metode dan lingkungan internal), struktur, tupoksi,
dan budaya organisasi dan analisis peluang dan tantangan organisasi
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan).

b. Perumusan rencana strategis atau policy formulation yaitu merumuskan

rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka

pendek, visi, misi, strategi, dan kebijakan untuk efektivitas manajemen dari
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peluang dan tantangan lingkungan masyarakat, dikaitkan dengan kekuatan

dan kelemahan organisasi, yang terdiri dari : rumusan tujuan, rumusan

sasaran, rumusan program, rumusan kegiatan, rumusan proyek; penetapan

pengawasan

(organisasi

Menentukan policy fe
selanjutnya.

Konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam manajemen strategis
yang kontekstual tersebut apabila diterapkan pada organisasi publik akan lebih
efektif dan efisien. Dengan argumen bahwa konsep sistem terbuka
perencanaan strategis dalam manajemen publik yang kontekstual memberikan

nilai tambabh, yaitu :
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a. Memperlihatkan adanya reformasi administrasi dalam perbaikan sistem
perencanaan sebagai fungsi utama manajemen publik yang selama ini telah

dipolakan dalam peraturan perundangan.

gis leb
ol
o
i

AL L T

bahasa politik diistila enof intens” atau perumusan

e .
St
keinginan (Budiarjo, 1992:17). ebagai penyataan kehendak harus
diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya
akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kehidupan suatu bangsa dan negara dapat ditentukan dengan adanya
kebijakan public, dalam menghadapi masalah didalam suatu negara yang relatif

sama, hal yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut.

Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).
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E.S Quade mengatakan tentang definisi kebijakan public dalam bukunya
yang berjudul Public Policy (2008:425) bahwa:

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan
untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna
mendapatkan pemecahan. yang lebih baik”.

Definisi lain dari kebijakan publik berdasarkan pendapat Dunn (2000:1)
sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan ‘tentang, dan dalam proses pembuatan
kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2000:10), ada tahap yang
dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang direncanakan.
Berikut ini adalah tahapan kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menyusun Agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Pada fase ini memiliki ruang untuk memaknai apa
yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan.

2. Membuat Formulasi Kebijakan, ketika telah_ditemukan suatu masalah yang
sudah diagendakan, selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan.
Masalah tersebut kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan
kebijakan yang ada.

3. Kebijakan yang ada selanjutnya diadopsi, dengan tujuan untuk memberikan
otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan adopsi ini dalam suatu
masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti
arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan, pada tahap implementasi kebijakan akan
menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Fase ini akan
menemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan

atau tidak.
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Evaluasi Kebijakan, pada tahap terakhir ini merupakan kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Evaluasi dalam hal ini sebagai suatu kegiatan

perumusan

a dampak dari

ruang dalam

kehidupan milik bersama

atau milik ntervensi oleh

bersama dalam

1. Komponen informasi yang paling relevan (Policy Relevan Information),
terdapat 5 informasi :
a) Masalah yang harus diatasi;
b) Masa depan kebijakan;
c¢) Tindakan kebijakan terbaik;
d) Hasil kebijakan;

e) Kinerja kebijakan
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2. Komponen analisis kebijakan, teknik-teknik untuk menghasilkan informasi
Perumusan masalah, prakiraan masa depan yang hendak diciptakan,

rekomedasi kebijakan, monitoring dan Evaluasi kebijakan.

Kebijakan-yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan dengan berbagali
kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.. Menurut Grindle proses
implementasi- kebijaksanaan: ‘hanya dapat- dimulai apabila tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi
telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan
tugas-tugas dan sasaran tersebut. Pada dasarnya kebijakan yang akan diambil dari
beberapa alternatif kebijakan dalam berbagai segi diperhitungkan, kebijakan yang
lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya itulah biasanya menjadi pilihan
kebijakan yang.diambil.

2.1.5. Konsep dan Teori Implementasi Publik

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapal tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh
Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah : “Implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian.luas merupakan alat administrasi hukum
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang
diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji
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terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk

atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

tentang bebera

yaitu :

o o~ w b -

Lingkungan Po
2004:79).
Menurut Wahab, keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi
berdasarkan faktor yang disebutkan diatas, yang diperlukan untuk mengarahkan
dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan
program yang sudah direncanakan. Berbicara mengenai sumber daya kebijakan

merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan
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pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia
sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan,

Sumber kebijakan tersebut diatas sangat diperlukan untuk keberhasilan
suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah..Adanya keberhasilan kebijakan bisa
dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat
penting karena Kkinerja implementast kebijakan publik akan sangat banyak
dipengaruhi-oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi
pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh
kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan,
kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya
(Subarsono, 2006:7)

Adanya tahap implementasi kebijakan bertujuan untuk mengefektifkan
implementasi kebijakan yang_ditetapkan, maka diperlukan-adanya tahap-tahap
implementasi kebijakan sebagai berikut: (M. Irfan Islamy 1997: 102-106)

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan
disahkannya = suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan
terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara
terhadap kedaulatan negara lain:

2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik
perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan

pembuatan kebijakan tercapai. (Islamy 2007: 102).

Menurut Grindle dalam buku Santoso (2013:13) mengatakan bahwa proses
kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah
ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat serta dana telah dialokasikan untuk

pencapaian tujuan kebijakan.
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Kemudian berdasrakan pendapat Grindle dalam Santoso (2013:14)
menyebutkan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekedar terkait dengan
bagaimana mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam prosedur
rutin melewatkan.saluran-saluran birokrasi_melainkan lebiah dari itu menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Peran penting dari analisis” implemntasi kebijakan disampaikan oleh
Mazmanian: dan Sabetier dalam Wahab (2014:71) 'yang menyatakan bahwa
variable-variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses
implementasi. Variable-variable yang dimaksud di kalarifikasikan menjadi tiga
kategori besar yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau
dikendalikan, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat
proses implementasi dan pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap
keseimbangan dukungan bagi, pencaian tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Edward Il dalam Indiahono (2009:31) mengatakan bahwa model
implementasi kebijakan public menunjukan empat variable yang berperan penting
dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut adalah
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan komunikasi
yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan baik jika
terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksaksan program (kebijakan) dengan
kelompok sasaran (Target group).

Adapun sasaran dari program serta tujuan kebijakan dapat disosialisasikan
dengan baik sehingga dapat terhindar dari distorsi atas kebijakan dan program.

Hal ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas
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program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam
mengaplikasikan program dan kebijakan dalam masalah yang sesungguhnya.
Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur implementasi
kebijakan melalui-kegiatan komunikasi yakni:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik.pula.

b. Kejelasan, komunikast yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah
jelas dan tidak membingungkan.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.
Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang

saling terkait 'satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan
merupakan inti.dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari
permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan
kebijakan akan menjadi hukum-hagi‘elemen’negara.

Suatu kebijakan public akan memperoleh keberhasilan implementasi dan
dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau
tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana
pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan,
menurut Grindle dalam Winarno (2012:19) isi dan konteks kebijakan dapat
ditentukan dan mencakup isi dari:

1. Kkepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

2. jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. kedudukan pembuat kebijakan.
:

. siapa pelaksana program.
. sumberdaya yang dikerahkan.
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Sedangkan konteks kebijakan mencakup:

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

karakteristik lembaga dan penguasa.

3. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Disini kebijakan
yang menyangkut-banyak kepentinga lebih sulit-diterapkan dari pada sedikit
kepentingan..« Oleh " karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan
berbagai- pihak . (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan
sebagainya) dalama implemetasikan kebijakan akan berpengaruh terhadap
efektifitas implementasi kebijakan.

N

Keberhasilan implementasi dalam buku Winarno (2012:22) menurut
Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan
lingkungan implementasi. variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat
dalam isi kebijakan.

Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci,
dan

Apakah sebuah program-didukung oleh sumberdaya yang memadai.

gD

S

Variable dari lingkungan mencakup (Subarsono, 2011:94) sebagai berikut:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik dan rezim yang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

Keunikan dari model “Grindle terletak pada pemahamannya yang
konfrehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan
implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin akan
terjadi diantara aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya
implementasi yang diperlukan.

Menurut pandangan Edwards (Winarno, 2012:181) sumber-sumber yang

penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk
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melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan
pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi_kebijakan.akan ditentukan oleh banyak faktor
atau varible dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu dengan
yang lainnya, Menurut George=Ci ‘Edwars i}, terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut,
(George Edward I11. 1980:32) dalam Winarno (2012:186) :

1. Adanya Komunikasi

Tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu yang bertanggungjawab
dalam mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif
apabila adanya komunikasi secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau
keseragaman dari ukuran jdasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga
implementors ‘mengetahui secara tepat ukuran maupun. tujuan kebijakan itu
(Edwards George, 1980:34 dalam Winarno (2012:190).

Dalam suatu" organisasi, komunikasi merupakan suatu proses didalam
suatu organisasi yang kompleks dan rumit. seseorang bisa meyebarluaskannya dan
menahannya hanya untuk kepentingan tertentu. Di samping itu sumber informasi
yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar
implementasi dapat berjalan secara efektif siapa yang bertanggung jawab dalam
mengambil keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat malakukannya.
Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan

harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.
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Para pembuat kebijakan merupakan aktor dapat melihat suatu
ketidakjelasan spesifikasi kebijakan, sebenarnya mereka tidak mengetahui apa
sesungguhnya apa yang akan mereka arahkan. Para implemetor kebijakan bingung
dengan apa yangrakan mereka. lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para
implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur Keberhasilan variabel
komunikasi _menurut Edwards George, dalam Winarno (2012:186), yang
dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyaluran komunikasi yang baik yang disebut dengan Transmisi, akan
menghasilkan komunikasi yang baik pula, sering kali terjadi dalam
komunikasi adalah salah pengertian.

b. Adanya kejelasan, ini dimaksud bahwa komunikasi yang diterima para
pelaksana kebijakan-haruslah jelas dan, tidak membingungkan. Adanya
ketidakjelasan komunikasi akan menghambat implementasi, pada tataran
tertentu saja dan pelaksana membutuhkan fleksibilitas.

c. Perimtah yang diberikan harus Konsistensi dalam melaksanakan sebuah
kebijakan haruslah konsisten dan jelas, karana jika sering berubah maka
akan mengakibatkan kebingungan pada.pelaksana pembuat kebijakan itu
sendiri.

2. Sumber Daya

Tidak menajadi masalah bagaimana jelas dan konsiten implementasi
kebijakan program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel
yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya
dalam melakukan tugasnya. Komponen tersebut meliputi jumlah staf, keahlian

dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk
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mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam
pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin program dapat
diarahkan kepada yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang
dipakai seperti dana dan saranaprasarana untuk-kelancaran kegiatan program.

Sumber daya manusi yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan)
berdampak tidak dapatnya _dilaksanakan: 'kegiatan program Secara sempurna
karena pengawasan yang tidak berjalan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan
yang terbatas maka harus miningkatkan kemampuan/skill para pelaksna untuk
menjalan program dan untuk itu perlua adanya manajemen SDM yang baik.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan
konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana melaksanakan
program membutuhkan kemampuan yang khusus, palitidak mereka menguasai
tehnik-tehnik kelistrikan.

Informasi .mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program
bagi pelaksana merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada
dua bentuk informasi yaitu harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan
dan informasi tentang data pendukung Kepatuhan kepada peraturan pemerintah
dan undang-undang. Dalam pelaksanaan dilapangan tingkat pusat tidak
mengetahui kebutuhan yang dipelukan para pelaksana dilapangan.

Bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung
dengan tidak adanya kekurangan informasi/pengetahuan seperti pelaksana tidak

bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada ditempat kerja sehingga
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menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menetukan
bagaiman program dilakukan,. kewenangan-untuk  membelanjakan/mengatur
keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
Fasilitas yang diperulkan untuk. melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi
seperti kantor, peralatan, serta dana mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil
program dapat berjalan. Indicator tersebut adalah (Wahab, 2014:41):

a. Adanya Mutu Staf yang merupakan kegagalan dalam pelaksanaan sebuah
kebijakan disebabkan oleh kualitas dan SDM yang tidak memadai dan
tidak kompeten dibidangnya.

b. Adanya Informasi yang diperlukan sebagai. implementor kebijakan dan
harus mengetahui apa yang dilakukan saat menjalankan perintah serta
adanya kepatuhan dari pelaksana kebijakan terndapat perintah yang telah
diarahkan:

c. Selanjutnya Wewenang yang merupakan dasar otoritas bagi pemerintah
dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Terakhir Fasilitas yang digunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan
maka perlu adanya dukungan saran dan prasarana sehingga akan menjadi

keberhasilan dalam sebuah kebijakan.

3. Sikap atau Disposisi

Efektifitas implementasi merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan
adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari
kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi apabila
berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implemnetasi akan menjadi

banyak masalah.
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Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan (Wahab,
2014:43) yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon
program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.
Para pelaksana .mungkin memahami maksud dan" sasaran program namun
seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena
mereka menolak tujuan yang,-ada’ didalamnya sehingga secara tersembunyi
mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan
para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Sebagai seorang pimpinan perlu adanya dukungan yang sangat
mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan Secara efektif dan
efisien. Wujud-dari dukungan pimpinan adalah menempatkan kebijakan menjadi
prioritas program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis
kelamin dan karakteristik demografi yang lain., Disamping itu penyediaan dana
yang cukup guna memberikan insentif pagi pelaksana program agar mereka
bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variable dalam
tanggapan atau disposisi (Wahab, 2014:45) yaitu :

a. Pengangkatan birokrat yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan
jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang
memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi.

b. Insentif yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
dakan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan

sebuah kebijakan.
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4. Struktur Organisasi
Berbicara mengenai struktur birokrasi tidak terlepas dari badan pelaksana

suatu kebijakan. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta

menghalangi
atu kebijakan

dan para i ang diperlukan

dalam me membutuhkan
kerjasama k& mempengaruhi
hasil implementasi. ) an mempengaruhi

Keberhasilan implementas akan an ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor, dan masing-ma ariabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang
terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini

maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards I1I.
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2.1.6. Konsep dan Teori Manajemen Aset
Manajemen Aset diartikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset

(kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis,nilai

asset yang tidak maks E s %) - angat diperlukan
kompentsi

pengelolaan ngan baik. bukan

g
)
&/

contoh banyak a f0
benefit. ..
Sebagai suatu kegia . g digunakan dalam mengelola
penggunaan dana dan asset, manajemen asset juga ditujukan dalam rangka
meningkatkan control atau pengawasan terhadap aset dan revaluasi aset yang
disesuaikan dengan nilai wajar. Berdasarkan pendapat Siregar, (2007:48),
Manajemen Aset adalah suatu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya

berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau

istansi. Adanya tahapan mengenai siklus manajemen asset daerah yang meliputi:
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1) Adanya perencanaan terlebih dahulu,
2) kemudian diadakan suatu pengadaan,
3) selanjutnya untuk digunakan dan dimanfaatkan

4) Dilakukan pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitas

5) Jika tidak berdaya guna, maka diadakan penghapusan dan
pemindahtanganan (Mahmudi:2009:151)

sesuai fungsi da asa e ang gelola barang dan Kepala

Daerah;

2. Azas kepastian hukum, bahwa “pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan bedasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas transparansi, bahwa adanya transparansi/ terbuka terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah harus secara transparan;

4. Azas efisiensi, bahwa adanya batasan-batasan dalam menggunakan barang

milik berdasarkan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
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menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara
optimal;

5. Azas akuntabilitas, bahwa segala kegiatan dalam mengelola barang milik
daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

jumlah barang dalam

. %

merupakan

yang berk : e 3 an_hilai aset dalam

neraca tahu pembangunan.

Hal an sasaran dari

aik mungkin antara

sien. Siklus asset

pengelolaan aset:

1. Efisiensi pemilikan dan pemanfaatan Pengelolaan aset yang baik dan sesuali
dengan tugas pokok dan fungsinya akan berimplikasi pada pemanfaatan aset
yang optimal.

2. Nilai ekonomis serta potensi yang terjaga Aset yang dikel;ola dengan baik
akan menjaga nilai ekonomis aset tatap stabil dan akan meningkatkan
keuntungan dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan perusahaan/

organisasi.
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3. Objektivitas dalam pengawasan, pengendalian peruntukan, penggunaan, serta
pengalihan kekuasaan. Pengawasan terhadap aset akan lebih terarah apabila

pengelolaan aset dilakukan dengan baik. Pengawasan juga dilakukan dengan

tujuan membantu dalam pencapaian tujuan dari aset tersebut.

diatas, dapat

aktifitas yang

Aset berasal dari kosa kata bahasa Inggris. Aset secara umum artinya
adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai
ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar
(exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu
atau perorangan (Hidayat, 2011: 4). Aset adalah sarana atau sumber daya

ekonomik yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harga perolehannya atau nilai
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wajarnya harus diukur secara objektif (Munawir, 2007: 30). Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (current aset) dan aset

Ase : 5 : pendek, piutang,

dan persed
aset tetap, dana aset lainnya m aset erwujud dan aset
kerja sama a

Aset tets : i - ‘ dan bangunan,

perorangan (Hidayat, 2011: 4).
Menurut Susanto (1995: 220) aktiva tetap diklasifikasikan menjadi tiga
jenis, yaitu :

1. Aktiva tetap yang dicantumkan atas harga perolehannya tanpa adanya
penyusutan (depreciation) atau deplesi (depleted), misalnya tanah;

2. Aktiva tetap yang disusutkan, misalnya gedung, gudang, mesin-mesin,
peralatan pabrik atau kantor;
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Aktiva tetap yang diplesi, misalnya tanah atau barang tambang lainnya.

Menurut Hindrawan, dkk (2006: 155) perencanaan aset yang baik

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1.
2.

Menentukan kebutuhan aset dan membeli.aset yang diperlukan;
Mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan
aset baru dapat dihindari;

. Mengevaluasi aset-asetyang ielah ada untuk mengidentifikasi aset-aset

yang- Kinerjanya: buruk, atau membutuhkan (biaya terlalu tinggi untuk

dimiliki atau dioperasikan;

. Rencana pengadaan aset hendaknya menegaskan tentang jenis dan waktu

kebutuhan aset dan menguraikan metode pengadaan dan pendanaan yang
diusulkan;

. Pendanaan dan penganggaran modal untuk mempertimbangkan pilihan

pengadaan dan penambahan aset dan membuat skala prioritas;

. Mempertimbangkan solusi-solusi non-aset untuk mengurangi kebutuhan

aset.

Rencana pengadaan akan mencakup seluruh pengadaan aset-aset besar,

termasuk penggantian aset-aset yang telah ada yang diperkirakan selama periode

perencanaan. Keluasan dan kedalaman dokumentasi dan analisis dalam rencana

pengadaan akan tergantung. pada seberapa.-penting aset berperan dalam

penyediaan pelayanan (Hidayat, 2011:124).

berikut

1.

Menurut Hindrawan (2006:149) pengadaan aset yang baik adalah sebagai

Titik pusat penyediaan aman dan terpisah dari aset yang sedang dalam

penggunaan.

2. Aset diberi kode balok (bar-code) oleh pemasok dan daftar yang

komputerisasi tersedia, untuk pembelian dalam volume atau nilai yang

besar.
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3. Waktu untuk proses pengadaan, berapa lama barang sampai tujuan.

4. Kondisi aset diperiksa sebelum diterima.

5. Aset ditandai setelah diterima oleh pegawai yang bertanggung jawab
terhadap aset tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP)._Nemor 27 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa barang milik daerah atau yang Sering disebut dengan aset daerah adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh-atas oeban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sholeh dan Rochmansjah (2010:90) menjelaskan bahwa aset/barang milik
daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan
satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang
daerah dijelaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang
dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, batk yang bergerak maupaun tidak
bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan
tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik
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Negara/ Daerah. (PP Nomor 27 Tahun 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2007:534) kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan.adalah. proses melakukan: kegiatan tertentu dengan
menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan
dan tujuan organisasi,
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri 19 Tahun 2016
pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yaitu suatu rangkaian
yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
kebijakan dan pedoman untuk.mengelola semua barang/kekayaan yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik
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akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja
pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

(Oktavia, 2010:76).

1. Benda 21 , an, gedung,
serta

esin, kendaraan,
alat pertanian,

dokteran, alat

which consists of organizing development resources, mobilizing development
resources, evaluating and monitoring rural development programs in order to
find strategies that emerge later as emergent strategies for adaptation (efektivitas
suatu implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh pengorganisasian sumber-
sumber daya pembangunan, penggerakan sumber- sumber daya pembangunan,
evaluasi dan pengawasan program pembangunan perdesaan dalam rangka
menemukan strategi yang muncul kemudian sebagai strategi darurat untuk

penyesuaian).



61

Dari hasil penelitian Dwika Wulandari tentang Pelaksanaan Penghapusan
Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017
(jurnal JOM FISIP Vol. 7: Edisi | Januari — Juni 2020), menyatakan bahwa

Penghapusan Barang Milik Daerah tidak pernah dilakukan.di Sekretariat Daerah
Provinsi Riau karena belum dikeluarkannya Berita Acara atau Keputusan
Gubernur untuk melakukan tindak lanjut dari pelaksanaan Penghapusan Barang
milik Daerah. Sementara j'Surat’ 'Keputusan//Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau telah dikeluarkan. Proses
penghapusan tersebut terkendala pada proses penilaian karena tim penilai yang
disewa oleh BPKAD yaitu DJIKN dan KJPP tersebut belum mengeluarkan laporan
penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau.

Penelitian Cristine Monica Saren, (2018) dengan judul “Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Aset Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, Kota Bandung”. Penelitian ini menegaskan bahwa :

Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan
Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD)
Kabupaten Minahasa ‘Utara telah sesuai dengan_Permendagri Nomor 19 Tahun
2016. (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2017 dan
selanjutnya, dalam menjalankan prosedur Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan,
Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan barang, tetap
berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan pengguna barang tetap

mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Sufian, 2002 : 10) tentang adanya
suatu perencanaan strategis dalam penerapan sistem, hasil penelitian Sufian

Hamim mengatakan bahwa:
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sistem terbuka perencanaan strategis yang berorientasi kepada kualitas, keilmuan,
dan kelompok secara bersungguh-sungguh diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Berorientasi kepada kualitas maksudnya perencanaan
strategis menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang
akan membuat setiap orang mengetahui _bahwa kualitas fisik, mental, moral,
pendidikan, teknis, dan kualitas pengalaman, serta kualitas hasil adalah tuntutan

yang paling utama.

Hasil.penelitian-Kheke Nadea, 2016 dengan’judul “Pengaturan Hak dan
Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar”,
megatakan bahwasannya Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten
Kampar Dimana mobil tersebut masih banyak digunakan untuk keperluan pribadi
dan pengguna beranggapan mobil itu sudah seperti milik pribadi. Para pengguna
juga tidak mendapat sanksi khusus apabila menggunakan kendaraan dinas untuk
keperluan pribadi, tentunya masih bisa kita lihat saat tidak jam kerja mobil dinas
terparkir ditempat umum dan sebagainya. ‘Penyalahgunaan kewajiban oleh para
pengguna mobil dinas membuat mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan
dinas. Kendala pelaksanaan hak dan kewajiban pengguaan mobil dinas ini yang
paling utama adalah kesadaran.dari pengguna mobil tersebut, kemudian tidak ada
aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan tidak
adanya sanksi, serta biaya perawatan.

Penelitian Syandi Yusra Utama (2019), dengan judul “Prosedur
Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Di Kabupaten Pasaman Barat”
menyatakan bahwa Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atas usulan
(SKPD) yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut akan mendapat

persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah sebagai Pengelola
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Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.2).kendala dalam pelaksanaan
penghapusan barang tersebut. Masalah muncul apabila Satuan Kerja Perangkat
Daerah sudah |berganti pengurus, maka sangat dimungkinkan terjadinya suatu
kerancuan atau ambigu terhadap barang yang akan dihapus. 3) Upaya BPKAD
untuk Melakukan sosialisasi .kepada :SKPD; dalam melaksanaan penghapusan
dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian Dori Nofriadi, 2019 dengan judul “Implementasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Merangin” bahwa Penelitian . ini bertujuan  untuk
mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang.milik daerah di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja
faktor yang mempengaruhi-, .implementasi danyupaya yang dilakukan untuk
kesuksesan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan ses-uai
kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi
diantaranya (1) masalah lokasi barang-milik daerah berada di 24 Kecamatan
dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa
tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang
milik daerah, (2) ma-salah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah
belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk
peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan
lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat
memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang ~memadai, sehingga

terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil
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penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) adanya komitmen dari Pemerintah
Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang dapat digunakan_untuk biaya pengelolaan barang milik di Organisa-si
Perangkat Daerah' (OPD), dan..(2) adanya-upaya sosialisasi dan pengadaan
alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.

Penelitian TesisFikri _Hamdi, 2017 UIN<Suska Riau_ dengan judul
“Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset DaerahProvinsi Riau”. Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan
penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau dengan 3 (tiga) pelaksanaan penanatausahaan yaitu pembukuan,
inventarisasi, dan Pelaporan. Penelitian ini-menjelaskan. :

Pada pembukuam Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Riau telah berjalan
dengan baik namun masih ada‘sedikit barang, yang-belum lengkap pada pendataan,
seperti tidak memiliki keterangan pada nomor kendaraan, nomor sertifikat dan
semacamnya, kemudian dalam proses Inventarisasi masih adanya barang yang
belum memiliki nomer yang belum di pilok atau sejenisnya pada beberapa barang
milik daerah di BPKAD Provinst Riau seperti pada Meja, kursi para Pejabat dan
Staf serta beberapa pada barang.yang. difungsikan pada kantor, dan untuk
Pelaporan Barang Milik Daerah pada Kantor BPKAD provinsi Riau sudah bisa
dikatakan baik. Kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu pertama.
Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, kedua
metode pendataan yang belum maksimal. Ketiga, Belum tertibnya beradministrasi
seperti dalam pemasangan pelabelan KIR yang tidak dilakukan pada setiap
ruangan serta kesadaran para pegawai dalam melaksanakan tugas. Upaya umtuk

meningkatkan pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan
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Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah pertama, Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian di bidang penatausahaan
aset, Melaksanakan Bimbingan Teknis yang berkelanjutan, untuk mendapatkan

kinerja yang efektif dan efisien, Mengajukan penambahan Personil Pengurus

1.
bagaimana

eh pemerintah

1
masing lokasi pene .t@“@ g muncul tidak akan sama
dengan lokasi penelitian lair
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai
Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset
Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, yang fokus pada administrasi suatu

organisasi tentang manajemen pengelolaan asset, yang terdiri dari indikator:
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Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Adapun kerangka

pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Administrasi Publi

~>

Organisasi Publik

1l

Manajemen Publik

Kebijakan Publik

DI disay yepepe [ udwnyo(

| e a ementasi Kebijakan :
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2.4. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa

konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan

dalam konsep operasional sebagai berikut:

1.

Kebijakan dalam penelitian ini adalah sebagai rangkaian konsep dan
ketentuan-ketentuan yang harus_dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk
bagi setiap masyarakat yang . menjadi’t.garis pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Implementasi kebijakan merupakan merupakan alat administrasi hukum

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yan diinginkan. Adapun indikator

Implementasi Kebijakan :

1) Struktur Birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyal hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang
mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2) Sumber Daya sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang
mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.

3) Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

4) Komunikasi yang" merupakan “.salah-satu variabel penting yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan
publik.

Manajemen aset daerah adalah suatu kegiatan manajemen dalam mengelola
penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau
pengawasan terhadap aset tetap dan revaluasi aset tetap yang disesuaikan

dengan nilai wajar pemerintah daerah Provinsi Riau.


http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-konsep-apa-itu-konsep.html
http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-kepemimpinan-menurut-para.html
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4. Pengelolaan Aset daerah adalah pengelolaan kekayaan yang mencakup
proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi,

melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan

if dan efisien.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru merupakan
Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016.
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dalam penelitian mengenai

Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset

pblik Dalam
aan Dinas

Ukuran
Penilaian
5
Implementasi ke Baik
merupakan kese Operating | Cukup Baik
dari kegiatan s (SOP); Kurang Baik
berkaitan P Penegak
pelaksanaan
Model
kebijakan Sumber | Baik
berspektif top do . Cukup Baik
dikembangkan an Dana dan | Kurang Baik
George C. Edwar
Edward 1l
Agustino, 2008 :
154))
3sadaran Pelaksana; | Baik
Petunjuk/ Arahan | Cukup Baik
Pelaksana; Kurang Baik
c. Intensitas respon.
4. Komunikasi | a. Koordinasi ~ dengan | Baik
Satpol PP; Cukup Baik
b. Transparansi terhadap | Kurang Baik

proses lelang;

c. Sosialisasi yang
diberikan BPKAD
terkait Proses
lelang.

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021
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2.6. Teknik Pengukuran Variabel dan Indikator
Pada dasarnya variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang

menjadi fokus penelitian untuk diamati. Pengukuran variabel dan indikator yang

penilaian yaitu C erlaksana dalam
melaksanak
Nil a dihi ngan cara m : asing-masing kasus

dalam distri dalam distribusi

Kemudian semua hasilnya diju dibagi dengan jumlah responden yang
menjawab. Hasil perhitungan ini akan memberikan nilai tertentu bagi setiap
variabel. Dengan menggunakan metode sederhana, kita dapat menganggap setiap

variabel memiliki bobot kepentingan yang sama besar.
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METODE PENELITIAN

3.1. Tipe / Jenis Peneliti

catatan peristiv ang g . , ﬂ enomena yang
terjadi, di asi diper fo liti itu sendiri.
Sedangkan
terhadap res

dengan sifat

yang memiliki tugas dan kewena meningkatkan tata kelola keuangan
dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum

dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi.

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Penelitian
Dari jumlah populasi yang relevan dengan objek penelitian akan dibagi

dua kelompok, yaitu kelompok responden yaitu mereka yang bertanggungjawab

71
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melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pengelolaan asset di BPKAD Kota

Pekanbaru. Sedangkan kelompok informan vyaitu mereka yang dianggap

mengetahui dan Menguasai asset, namun bukan menjadi tugas pokok, fungsi dan

ber Informasi
1. | Walikota/ Informan
2. | DPRD Kota Pe Informan
3. | Kepala BPKAD K Responden
4. | Sekretaris BPKAD Responden
5. | Kepala Bidang Pengelolaa 1 Responden
Daerah
6. | Kasubbid Inventarisasi dan 1 Responden
Penghapusan Aset
7. | Pegawai/ Staf Subbid Inventarisasi 5 Responden
dan Penghapusan Aset
8. | OPD di Lingkungan Pemerintah 5 Responden
Kota Pekanbaru
9. | Media Massa 1 Informan
10. | Pengguna Kendaraan Dinas 3 Responden
Jumlah 20 -

Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2021
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3.4. Jenis dan Sumber Data
Sumber data merupakan subjek darimana data peneltian tersebut diperoleh.

Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen

langsung dari

indikator dan

berupa dokumen peraturan yang berkaitan dengan Aset, Profil, Struktur
Organisasi, Keberadaan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

1. Si Va : i ] e daerah atau lokasi

responden

. Kuesioner ‘ o aftar pertanyaan dengan

daerah.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif saling melengkapi.
Data kualitatif disajikan dalam bentuk hasil wawancara, catatan peristiwa sebagai
hasil pengamatan, foto, vidio dan audio peristiwa. Data kuantitatif di klasifikasi

sesuai dengan karakteristiknya kemudian disajikan pata tabel prekuensi sederhana
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dan dihitung persentasenya. Data primer tersebut dilengkapi pula dengan data

sekunder untuk di croscheck, kemudian dianalisis peristiwa faktual yang didukung

data tersebut apakah ada persamaan atau perbedaan dengan teori di kajian

kepustakaan un

kesimp
3.7. Jad

A
penelitian i

Tabel 3.2

No

Jenis
Kegiata

Persiapan
Penyusuna
UP

N

Seminar UP

w

Riset

sika

iti AS |
NNEREE BN

njadi

at (&

i
akan Program
‘Kota Pekanba

Penelitian
Lapangan

Pengolahan
dan Analisis
Data

Mingg

Bula
mb

~
ANBARS

an menarik suatu

enulis dalam

jakan Publik
t Kendaraan

/2022

ber Januari

314 1(1/23

4

Konsultasi
dan
Bimbingan
Tesis

Ujian Tesis

Revisi  dan
Pengesahan
Tesis

Pengadaan
dan
Penyerahan
Tesis

Catatan: Jadwal bersifat tentative, sewaktu-waktu dapat berubah
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sela

1784 M be

Tanah Datar +de g il namanya menjadi

2005.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan™ yang pada
saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya
sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan.Kemudian perkampungan
Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun
Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki

tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan

76
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Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau

membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan

Senapelan.

Pernyataan ang di ; 2N emerintah Kota

Pekanbaru

&
Visi tersebut diatas mengand .
1. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota
Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan pemerintah
Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan

selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota

Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
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2. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu
berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta
secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka
menciptakan pembangunan manusia.seutuhnya. Pemberdayaan sumber
daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana
pendidikan formal dan-non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang
terpadu diikuti “ dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra
pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat
diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat
tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

3. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan
nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam
mempertahankan, melestarikan,  menghayati, mengamalkan serta
menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota
Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan
kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan
kepribadian daerah, adanya kawasan.beridentitas adat Melayu serta makin
mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

4. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat
Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan, dalam kondisi ini dicita-
citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman,

bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan
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dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan
terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

5. Berlandaskan iman dan tagwa merupakan landasan spiritual moral, norma

merugikan
pembinaan

ng harmonis,

depan, dan dengan & : ntara Wa ‘ ; 3 : akni Mewujudkan

Kota Pekan agali : aka Misi yang perlu

pintar (smart people).

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani

3. Menyediakan infrastruktur dasar JALITA yang memadai yaitu meliputi:
Jalan, Air Bersih dan Sanitasi, Listrik dan Telekomunikasi.

4. Mewujudkan penataan ruang lahan yang efisien, efektif dan pemerataan

pembangunan dalam semua wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki,
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serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Green City)

5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat serta membuka

sehingga dibangun gedung-g: . Pr au seperti Kantor

Gubernur, DeWs akile ' o dinas pemerintah

lainnya. Pe an si ata ba ) gan Pemerintah

Kota Pekan c : Az eraturan Pemerintah

0 N oo O A W DN P

. Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru dengan tipe A
. Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tipe A

. Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru tipe A

. Dinas Pendidikan (Disdik) tipe A

. Dinas Kesehatan (Diskes) tipe A

. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A

. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tipe B

. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tipe A



81

9. Dinas Sosial (Dinsos) tipe B

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tipe B

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tipe B

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tipe B
Dinas Pangan tipe B

Dinas Pertanahan tipe B

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tipe A

Dinas Administrasi Kependudukan:dan Pencatatan Sipil tipe A
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B
Dinas Perhubungan tipe B

Dinas Komunikasi, Informatika, Stasistika dan Persandian tipe B
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A
Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B

Dinas Pertanian dan Perikanan tipe B

Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A
Badan Perencanaan Pembanguanan (Bappeda) tipe B

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) tipe B

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tipe A
Badan Pendapatan Daerahitipe A.

4.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada

tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan penggabungan 2 (dua) Bagian di

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Bagian Keuangan dan
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Bagian Perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk
memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komitmen nyata Pemerintah

itu terben dasarkan Peratu anba or 10 tahun
2013 tentangpe atas Pe U Nomor 9 tahun
2008 tenta Tugas Pokok
Lembaga T dan Peraturan
Walikota uran Walikota

dan Tata Kerja

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
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4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu;
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.
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4.2.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan_Organisasi, Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Ase , ta . Pekanbaru, kedudukan Badan

. Badan Pe 2 s goarakan urusan
penunja
b. Badan

berada diba an bertang j s melalui Sekretaris
Daerah;

c. Kepala E tuan peraturan
perunda

d. Sekretari : ipimpin oleh ‘ ada dibawah dan

Adapun yang menjadi susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
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c. Bidang Anggaran, membawabhi :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran;
3. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Perbengd mbawahi :
2. S :
3. Sub Bidz : ‘

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, kedudukan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :
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1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang keuangan dan

bimbinga

. Pelaksang

administras

. Pengelolaa

. Pelaksanaan

i. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

j. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah;

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Sekretariat
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Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan
melaksanakan program Kkerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

. Keuangan

\ﬁ\f

jkoordinasian

penataus
. Pelaksa
berhala

AL CUTTNS

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

3. Bidang Anggaran
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Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan

dalam melaksanakan sub urusan anggaran. Bidang Anggaran dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi :

Badan dalam melaksanakan sub urusan perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program Kkerja Bidang
Perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan;
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c. Penyusunan rencana pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana Kerja
SKPD;

d. Pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran

daerah;

e n pengeluaran;
f.
g istem dan
h | ﬂ' sesuai dengan
Bidang Per
5. Bidang
Bidang Peng ‘ { 3 : ebagian tugas Kepala
Pard
Badan dalam us ‘ et. | dang Pengelolaan
Aset dalam melaksar Ve vl
1. Penyusunan, peru Q ' erja Bidang Pengelolaan
Aset Daerah berdasarka !mﬁ." an perundang- undangan dan

petunjuk atasan sebagai pedomand pelaksanaan tugas;

2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan
dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset
daerah;

3. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
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pembiayaan barang milik daerah yang tidak diserahkan penggunaannya kepada
SKPD;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Unit (RKBU);

Pelaksanaan _penatausahaan..aset meliputi= pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milik daerah sesuail dengan ketentuan yang berlaku;
Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan aset daerah dalam rangka penyusunan
neraca keuangan daerah;

Pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan,
pemindahtangan dan penilaian aset daerah;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

6.

a. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
c. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Aset.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala

Badan dalam melaksanakan sub urusan akuntansi. Bidang Akuntansi dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dalam mengkoordinasikan Bidang Akuntansi meliputi akuntansi pendapatan,
akuntansi belanja;

Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan tugas program kerja bidang akuntansi
pendapatan, akuntansi belanja serta pembinaan dan evaluasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan pengendalian proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
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d. Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi
pendapatan dan belanja;

e. Pelaksanaan pengendalian proses penghimpunan, penelitian dan pemeriksaan

laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD;

1. Berdasarkan Golongan
Untuk melihat tingkat golongan yang dimiliki oleh pegawai yang ada pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:
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Tabel 4.1
Tingkat Golongan Pegawai pada BPKAD Kota Pekanbaru
Tahun 2021

Tingkat Golongan

Badan Pen a Keuanga A Daerz idominasi oleh
SDM apara
menunjukkan bahwe aratur pada Bada nge euangan dan Aset
Daerah Ko : )2 ra g emampuan dalam

melaksanaka

Jenis Kelamin Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru

Tahun 2021
No Jenis Kelamin Frekuensi (orang)
1. Laki-Laki 27
2. Perempuan 35
JUMLAH 62

Sumber: BPAKD Kota Pekanbaru, 2021
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa antara pegawai laki-laki

dan Perempuan mempunyai selisih jumlah yang tidak telalu banyak yaitu Laki-

laki sebanyak 27

Perempuan seban

ang. Dari faktor jenis

kelamin n 0 aerah Kota
Pekanb ﬁ]iggmﬁ Pengelola
gRS LAy
Keuanga a@@h I pegawai yang
seimbang i cara optimal.
3. Berdasa r
Ke at pegawai Bad ngan dan Aset
Daerah Ko ar irut jenjang pendi iki ditampilkan
pada tabel d
Jenj r@ﬁgﬁ I ru
No sl (orang)
1. o L]
2. S1 25
3. DI-D 11
4. SMA Sederaja 14
5. SMP 1
JUMLAH 62

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021

Berdsarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahuai bahwa bahwa mayoritas SDM

aparatur di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

didominasi oleh SDM aparatur berpendidikan S1 sebanyak 25 orang atau 40.32%,

hal ini dapat menunjukkan bahwa SDM aparatur pada Badan Pengelola Keuangan
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dan Aset Daerah Kota Pekanbaru cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan
untuk menambah kemampuan bagi lulusan SMP sampai dengan DIIl akan

diberikan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan

tugas dan fungsin

%
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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BABV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran hasil penelitian mengenai

dari aspek im i kebijaka C : Goe ge C. Edward
Il yang a an land ﬂ’ﬂ publik. Dalam
pendekatan : i keberhasilan
:

impelements a; Disposisi; dan
Struktur birokras erdasarkan  ha nelitian ye “. n oleh peneliti

Melaksanakan
emerintah  Kota

Kebijakan pengelolaan Aset di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan dengan
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana tahapan proses pengelolaan
barang milik daerah meliputi : pejabat pengelola barang milik daerah,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

95
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penghapusan,  penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola

pengelolaan keuangan BLUD, barang milik daerah berupa rumah negara; dan

batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa, karena penggunaan mengalami perubahan
dasar spesifikasi dan sebagainya, selisih kurang dalam timbangan/ukuran
disebabkan penggunaannya susut dalam penyimpanan/pengangkutan; (b)
Pertimbangan ekonomis, antara lain untuk optimalisasi barang milik daerah yang
berlebih karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat

yang diperoleh; (c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian,
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yang disebabkan antara lain kesalahan atau kelalaian Pengurus Barang / Pembantu
Pengurus Barang, diluar kesalahan/kelalaian Pengurus Barang / Pengurus Barang,

bagi tanaman atau hewan/ternak dan karena kecelakaan atau alasan tidak terduga

berjalannya imple asi s /2 serlukannya Standar
Operasional P)--pe ate edur bertujuan untuk

menyeragamkan k akan di i ini juga menjadi

yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan
birokrasi.
Tanggapan responden dan informan terhadap Struktur Birokrasi dapat

dilihat pada tabel 5.1 berikut :
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Tabel 5.1 Tanggapan Responden dan Informan terhadap Indikator Struktur
Birokrasi
No Pernyataan Jawaban Jumlah | Kategori
B|CB| KB

Bidang Aset

melakukan

' ,@_ "'M SN 'p,

E%,; o
rQ 5

20

31-65

Cukup
Baik

Ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) dalam melakukan

penghapusan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan juga

berkategori cukup baik. Selanjutnya dalam struktur birokrasi perlu adanya

penegak Perda dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan

penertibab asset kendaraan dinas juga berkategori cukup baik. Hal demikian

bermakna dalam struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung
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kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik
masih belum efektif, Prosedur Rutin atau SOP dan pemecahan untuk beberapa
bagian kekuasaan sudah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru,
terbukti dari koordinasi yang dilaksanakan oleh-Sekretaris Daerah, Kepala Bagian
dan Kepala Subbagian hingga pengurus barang Sekretariat Daerah sudah
dilaksanakan ~dengan baik. -dan /saling/ mendukung untuk melaksanakan
pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya untuk penghapusan Barang Milik
Daerah kearahyang lebih baik lagi.

Berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) mengatakan bahwa
faktor ini merupakan suatu kendala karena kurangnya kesadaran dari kegunaan
aset itu sendiri.-Kepala Bidang Pengelolaan Asset mengatakan bahwa pejabat baru
hasil dari perubahan struktur baru yang bukan berasal dari bidangnya jadi masih
perlu penyesuaian dan pembinaan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
mengenai Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program
Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, mengenai
pertanyaan tentang Prosedur tentang Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP yang ada dalam Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Seperti wawancara dengan Kepala Sub Bagian Inventarisasi
& Penghapusan Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Hafiid Hartamiarno, ia
mengatakan :

“Tentu semua prosedur tentang Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di

Pemerintah Kota Pekanbaru harus sesuai dengan SOP yang ada dalam

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, faktor penghambat terjadi
dikarenakan kurangnya ketegasan dan pengawasan pimpinan untuk
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menghimbau setiap pimpinan kegiatan untuk melaksanakan pelaporan.

Bagian Pengelolaan Aset sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis

kepada semua OPD vyang mempunyai kegiatan/proyek agar

menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang
tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek (PPTK)
jarang melaporkan ke Pengurus dan Penyimpan Barang pada OPD

tersebut. ”(Hasil wawancara, 09 November 2021)

Jika dilihat dari Struktur organisasi akan berjalan dengan baik dalam
mengimplementasikan suatu. kegiatan: jika .didukung dengan prosedur Kerja,
pembagian Kerja, serta kerjasama dan koordinasi yang tertata dengan rapi.
Ditinjau dariaspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan belum dapat
berjalan secara efekiif.

Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan
perimbangan aspek perencanaan kebutuhan, ‘penganggaran, pengadaan,
penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan, 'dan . pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah dapat memberikan kontribusi
optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Sufian, 2002 : 10) bahwa sistem
terbuka perencanaan strategis yang berorientasi kepada kualitas, keilmuan, dan
kelompok secara bersungguh-sungguh diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Berorientasi kepada kualitas maksudnya perencanaan
strategis menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang

akan membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas fisik, mental, moral,

pendidikan, teknis, dan kualitas pengalaman, serta kualitas hasil adalah tuntutan
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yang paling utama. Berorientasi kepada keilmuan maksudnya perencanaan
strategis mendasarkan diri kepada bahwa semua tugas yang berkaitan dengan
fungsi-fungsi manajerial dapat dan harus dianalisis melalui metode ilmu
pengetahuan yang mencakup-ebservasi, pengumpulan data, analisis, pengujian
dan implementasi aktual. Berorientasi kepada kelompok (tim) maksudnya
perencanaan strategis dapat mengkondisikan ssetiap orang untuk berperilaku dan
berkerjasama sesuai dengan tuntutan organisasi atau terciptanya sistem sosial
yang kooperatif.

Dari wawancara terkait Perencanaan kebutuhan BMD, dapat dikatakan
bahwasannya perencanaan kebutuhan telah dilakukan dengan cara mengumpulkan
kebutuhan dari-setiap bagian masing-masing agar diisi dalam daftar perencanaan
kebutuhan yang kemudian rencana Kkebutuhan BMD tersebut diteliti oleh
Sekretaris Daerah. Setelah diteliti maka langkah: selanjutnya adalah melakukan
penganggaran. Penganggaran dalam perencanaan kebutuhan BMD merupakan
kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan
memperhatikan alokasi. anggaran bagi masing-masing SKPD sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah™ Daerah (RKPD). Anggaran yang memadai akan
mendukung tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian yang membutuhkan barang
milik daerah, namun berbeda dengan pendapat Yesi Filiarti selaku Kasubbag
Keuangan dan Penataan Aset Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang
mengatakan :

“Jadi prosedur dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah ini

yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Disini kan

ada 3 bagian yaitu bagian umum, bagian perencanaan kebutuhan dan
keuangan dan bagian persidangan, saya secara lisan/tertulis menanyakan
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mengenai aset apa yang mereka butuhkan dan yang akan dihapuskan.

Kemudian bagian perencanaan dan keuangan ditulisin lah apa yang

dibutuhkan kemudian dimasukkan ke e-planning di BAPPEDA. Setelah

disetujui, masuklah lagi ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (RAPBD), kemudian masuk juga ke eksistensi BAPPEDA

kemudian masuk:ke BPKPAD. Terakhir lah dia.ketok palu penganggaran

tahun 2021, Setelah ketuk palu maka.tindaklanjutnya adalah pengadaan
barang. Disini_disebut PPK yang ditugasi dan SKnya ditanda tangani
oleh sekwan. Dialah yang merancang pengadaan setiap tahun. Per awal
tahunlah itu direkrut oleh sekwan.” (Hasil wawancara, 11 November

2021)

Dari hasil wawancara terkait dengan masalah dalam menganggarkan
kebutuhan disetiap bagian, ternyata memiliki kesenjangan- dengan standar
perencanaan kebutuhan BMD. Dari pengakuan.sub bagian Perencanaan
mengatakan semua barang milik daerah yang dibutuhkan selalu dianggarkan,
namun Bagian Penataan Aset dan Bagian Keuangan mengakui kebutuhan tertentu
tidak dianggarkan. Dengan demikian adanya masalah mengenai standar
perencanaan kebutuhan dan-penganggaran yang.dipersyaratkan tidak terpenuhi
dan akan berpengaruh pada sarana dan prasarana yang dapat menghambat setiap
bagian melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Kendala penghapusan itu sendiri sebenarnya dikarenakan pengumpulan
data barang-barang yang akan dihapuskan,-kemudian dilaporkan ke BPKAD,
barang tersebut diberikan nilai penyusutan dan itu juga sangat lama, harus
diproses oleh Tim Penilai Khusus yang berasal dari luar BPKAD. Setelah adanya

angka penilaian baru dilakukan penjualan atau lelang, namun sebelum itu juga

harus ada Surat Keputusan (SK) dari Walikota.
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5.1.2 Sumber Daya

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program

penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Sumber

banyak tida
optimal. T
pada tabel

Tabel 5.2 anggs ' 3 dikator Sumber

No Kategori
1.
yang dlbut
pengelolaan |
Pekanbaru.
2. | Ketersediaan 20
mendukung kebijaka ke oF 31-65
Dana melaksanakan :
penghapusan aset Kendaraan D
Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. | Kewenangan  Pengelola  Barang| 3 11 6 20
melalui Bidang Aset menerbitkan
surat keputusan penetapan
penghapusan barang milik daerah
kepada masing -masing pengguna
barang.
Jumlah| 16 | 30 | 14 60 Cukup
Baik
% | 27 | 50 | 23 100

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021
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Berdasarkan Tabel 5.2. dijelaskan bahwa Kualitas sumber daya yang
dibutuhkan dalam pengelolaan asset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan berkategori cukup
baik, dan Ketersediaan Fasilitas. dalam mendukung kebijakan dan kecukupan
Dana melaksanakan program penghapusan aset Kendaraan Dinas Pemerintah
Kota Pekanbaru berkategori. .cukup® baik:  Selanjutnya Kewenangan Pengelola
Barang melalui Bidang Aset menerbitkan surat keputusan penetapan penghapusan
barang milik daerah kepada masing -masing pengguna barang juga berkategori
cukup baik. Hal demikian bermakna sumber daya dalam implementasi kebijakan
publik melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas Pemerintah
Kota Pekanbarubelum sepenuhnya maksimal, namun demikian ditemukan bahwa
faktor kuantitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset kendaraan
dinas di Pemerintah Kota~Pekanbaru yang minim berpengaruh dalam tidak
efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di
Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan informasi yang minim yang
diterima oleh pihak OPD yang menggunakan. kendaraan bermotor milik
Pemerintah Kota Pekanbaru program" penghapusan aset kendaraan bermotor di
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dilihat dari sumber daya diketahui
bahwa indikator dukungan fasilitas baik dana maupun infrastruktur lainya di
lapangan masih belum maksimal untuk memperlancar proses kebijakan
penghapusan Aset/Barang Milik Daerah. Faktor tidak maksimalnya dukungan

baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan terletak pada kapasitas
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gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas dan tidak ada sekat antara barang
yang rusak dan barang yang masih bagus.

Searah dengan ketentuan program maka pelaku program penghapusan aset
kendaraan dinas.di Pemerintah. Kota Pekanbaru dituntut.untuk lebih bekerja
keras, penuh keuletan, serta tak mengenal lelah dalam mensukseskan program ini.
Menurut Bapak E. Zikra Habibah; 'selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan
Pengelola' Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mengenai kualitas sumber
daya manusia dalam program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah
Kota Pekanbaru bahwa:

“Yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah kemampuan

yang dimiliki oleh para pegawai di Bidang Pengelolaan Aset BPKAD

Kota Pekanbaru. Jika ditinjau dari. kemampuan® pegawai yang

melaksanakan program-penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah

Kota Pekanbaru yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala

keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengelolaan kegiatan dan

penghapusan aset ”.~(wawancara tanggal 09 November 2021, pukul
14.00 WIB)

Padahal pada kenyataanya yang berhubungan langsung dengan
masyarakat berkaitan dengan program ini adalah para pegawai ditingkat teknis
dalam program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru
ini hanya bersifat koordinasi dan mendata semua aset kendaraan dinas yang ada.
Sedangkan yang paling berperan pada tahap pelaksanaan program dilapangan
adalah Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekanbaru dan seluruh pimpinan OPD terutama yang menggunakan
kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengorganisasian adalah

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dalam menjalankan
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struktur organisasi. Kegiatan tersebut terdiri dari pengelolaan sumber daya
manusia, hubungan kerja dan komunikasi internal maupun eksternal. Dalam
melakukan pengorganisasian Menurut Sufian (2005 : 186) mengatakan bahwa
pengorganisasian.-meliputi- aspek departemensi, pembagian kerja, koordinasi,
pelimpahan wewenang, rentang kontrol dan kesatuan perintah.

Selain dari jumlah staf;, keterampilan pengelolaan penghapusan aset juga
merupakan masalah besar yang dihadapi Biro BPKAD Kota Pekanbaru. Para
pelaksana dituntut harus memiliki keterampilan yang terlatih dengan baik agar
tidak menghambat pelaksanan kebijakan. Kaitan dengan implementasi Peraturan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah maka diperlukan tambahan sumber daya
manusia yang memiliki latar pendidikan manajemen aset. Hal ini disebabkan oleh
minimnya sumber daya yang_di gunakan untuk smengelola secara professional.
Seperti yang telah di sampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Syoffaizal, ia mengatakan:

“BPKAD saat ini adalah Bagian Pengelolaan Asset yang terdiri atas 3
Kasubbid dan dalam 1 Kasubbid terdapat masing - masing 3 staf, ada 2
staf, dan ada juga 5. staf,. jadi.saya rasa sudah cukup dalam
mengimplementasikan peraturan tersebut, hanya saja rentang kendali
jumlah aset yang banyak sehingga diperlukan pengamanan dan gudang
yang lebih intensif. Hal tersebut tentunya menyulitkan kita selaku
pengurus dalam memberikan pengkodean barang, terutama pada
kendaraan yang rusak berat. Sumber daya manusia juga menjadi kendala
kita dalam pengamanan administrasi tersebut, dimana kurangnya
pemahaman terhadap proses penghapusan barang”. (wawancara
tanggal 09 November 2021, pukul 12.30 WIB)

Sumberdaya lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah

kewenangan. Kewenangan ini berbeda-beda dari satuan kerja ke satuan kerja lain,
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seperti mengeluarkan perintah kepada para staf, dan bantuan teknis. Karena

komunikasi yang kurang efektif para pejabat membutuhkan kerjasama dengan

baik. Para pejabat struktural meminta sharing pendapat kepada para pelaksana

langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan organisasi dari
para pelaksana. Disinilah kencenderungan menimbulkan hambatan terhadap
implementasi.

Bahwa yang dimaksud sikap pelaksana disini adalah keterlibatan pihak

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru baik secara langsung maupun
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tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan program penghapusan aset

kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tanggapan responden dan informan terhadap indikator disposisi dapat

Indikator

Kategori

31-65

Cukup
Baik

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.3. dijelaskan bahwa tindakan para pelaksana

kebijakan pengelolaan BMD (BPKAD Kota Pekanbaru) dalam melakukan

penghapusan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik,

maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, penyalahgunaan, dan

pengambilalihan cukup baik, dan Petunjuk/ Arahan Pelaksana terhadap semua
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aset harus memiliki bukti kepemilikan atau label milik Pemerintah Kota
Pekanbaru juga cukup baik. Selanjutnya Intensitas respon dan tanggung jawab
OPD dalam pengawasan yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru untuk
mencegah hilang/rusaknya suatu.asset juga berkategori cukup baik. Hal demikian
bermakna tindakan dan sikap pelaksana kebijakan dalam pengelolaan dan
penghapusan asset kendaraan- dinas, :mili ' Pemerintah Kota Pekanbaru belum
maksimal, masih dijumpai- Tim penilai BPKAD. belum.mengerti sepenuhnya
tentang tugas pokok dan fungsi dari Tim Penilai tersebut, maka wewenang pun
tidak dapat dijalankan. Maka belum optimalnya sumber daya dengan indikator
informasi, wewenang atau kewenangan. Karena kewenangan merupakan otoritas
atau legitimasi- bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu ada maka sering terjadi kesalahan
dalam melihat efektifitas kewenangan.

Untuk indikator Disposisi dalam implementasi Kebijakan melaksanakan
program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, sikap
atau disposisi atasan sangat berperan penting, bagaimana sikap atasan (Kepala,
Sekrataris, Kepala Bidang dan Kasubbid Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru) dalam memberikan arahan terhadap Penghapusan Aset
Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Syoffaizal, ia
mengatakan:

“Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
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Daerah, saya selaku Kepala Badan sudah secara tegas untuk
menerapkannya khususnya pada penghapusan Aset Kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Pekanbaru”. (wawancara tanggal 09 November 2021,
pukul 12.30 WIB)

Selanjutnya be arkan hasil wawancara pe dengan Sekretaris Badan

Dari apa yang terjadi di paru Kkita bisa melihat bahwa salah
satu faktor pendukung dari pelaksanaan penghapusan aset Kota Pekanbaru
adalah tingginya respon pihak OPD itu sendiri. Pihak OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam program
penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam pengelolaan aset di Kota
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Pekanbaru. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Jamil

mengatakan bahwa:

“Bentuk partisipasi yang diberikan pihak Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) tidak hanya bisa dilihat dari barang. ataupun material saja
melainkan«bentuk partisipasi yang..diberikan dapat dilihat melalui
sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan
waktu dan pikiran, begitupun juga perhatian dalam program
penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya
kepada pihak OPD" itu sendiri’.. (wawancara tanggal 10 November
2021, Pukul 09.30 WIB)

Dalam program penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru ini keterlibatan pihak-OPD menjadi syarat mutlak

kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh

karena pada dasarnya program ini memang menginginkan adanya pelembagaan

pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan. Berikut Siklus manajemen aset pada

tingkat daerah secara umum:meliputi tahap tahap berikut:

1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Penggunaan/

2y )  Pemanfaatan

=

Gambar 5.1
Siklus Manajemen Aset Daerah

4. Pengamanan &
Pemeliharaan

4J

5. Penghapusan dan
Pemindahtanganan

Dari gambar 5.1 diatas, dalam manajemen asset daerah keterlibatan pihak

OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam program penghapusan

aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dimulai dari proses
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perencanaan program Yyaitu mulai kehadiran dalam setiap pertemuan yang
diadakan oleh di Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru. Begitupun juga ketika dilakukan penggalian gagasan
pihak Badan Pengelola Keuangan.dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dituntut untuk
lebih pro aktif dalam menyampaikan ide, gagasan maupun saran bagi kepentingan
pembangunan Kota Pekanbaru

5.1.4 Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan
tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
Oleh karena itu program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota
Pekanbaru harus didukung~oleh berbagai pihak yang berada dalam kegiatan
program tersebut, seperti koordinasi antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru
sampai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk: menyampaikan perintah-
perintah dan arahan-arahan (infermasi) dari.sumber pembuat kebijakan kepada
mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan  kebijakan  tersebut. = Menurut  Edward  [Il  dalam
mengimplementasikan kebijakan diperlukan adanya komunikasi yang baik.
Edward menegaskan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya
kejelasan dan konsistensi perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari

pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga kebijakan akan berjalan
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efektif. Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak

pembuat kebijakan kepada para pelaksana juga dibutuhkan agar pelaksana dapat

mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan.

Kategori

31-65

Cukup
Baik

dengan Satpol PP dalam menertibkan kepemilikan Aset Kendaraan Dinas milik
Pemerintah Kota Pekanbaru cukup baik, dan Sosialisasi yang diberikan BPKAD
terkait Proses lelang program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah
Kota Pekanbaru juga berkategori cukup baik, Sedangkan Transparansi terhadap
proses lelang yang dilaksanakan BPKAD Kota Pekanbaru terhadap penghapusan

kendaraan dinas berkategori kurang baik. Hal demikian bermakna komunikasi
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terhadap transparasi penghapusan kendaraan dinas melalui proses lelang belum
maksimal, masih dijumpai peristiwa Proses administrasi yang memakan waktu
cukup panjang untuk sampai ke tahap penghapusan karena banyaknya usulan
yang di sampaikan oleh"OPD.lainnya dari_berbagal daerah kepada DJKN dan
KJPP. Oleh karena itulah proses untuk mencapai penghapusan membutuhkan
proses yang sangat panjang.juga’memperlambat proses Penghapusan Barang
Milik Daerah. Kejelasan  komunikasi yang diterima.oleh ‘para pelaksana
kebijakan dan-Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan
suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan,
apakah hal tersebut sudah diterapkan.

Terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait
dalam implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah
Kota Pekanbaru, maka terutama dalam program yang dilakukan oleh Bidang Aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru maka komunikasi
yang minim bersama dengan Organisasi Perangkat daerah lainnya menjadi faktor
penghambat dalam program tersebut.

Untuk mencapai pemahaman Vyang Uutuh tentang pendataan dan
penghapusan aset, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal
pelaksanaan program saja melainkan secara terus menerus sampai dengan akhir
pelaksanaan program. Dari hasil wawancara dengan Bapak E. Zikra Habibah,
selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya untuk proses sosialisasi program penghapusan aset
kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan dengan dua
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cara yaitu secara rapat koordinasi dengan pihak unsur OPD dan Sekwan
serta memanfaatkan media informasi yang ada. sosialisasi program
penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru
melalui  pertemuan langsung dengan OPD dilakukan dengan
menggunakan pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam
rangka program penghapusan aset kendaraan'dinas di Pemerintah Kota
Pekanbarusmaupun secara informal yang menggunakan pertemuan yang
telah ada sebelumnya serta selain melalui pertemuan langsung dengan
OPD, sosialisasi dan penyebarluasan informasi program penghapusan
aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan
melalui media informasi:” | (Wawancara tanggal 09 November 2021,
pukul 10.00 W1B)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, komunikasi dalam pelaksanaan
program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru
sebaiknya tidak hanya melalui forum resmi sosialisasi program.penghapusan aset
kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru tetapi perlu ditindaklanjuti dengan
pertemuan lanjutan secara formal maupun informal terutama kepada instansi-
instansi terkait,-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan. perguruan tinggi
sehingga tercapai suatu persepsi 'yang'sama tentang program penghapusan aset
kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Beberapa transmisi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi program
penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah-Kota Pekanbaru antara lain:

a. Kepala Dinas selaku Pimpinan OPD dan Pengguna Barang Milik Daerah
Kepala Dinas yang ada OPD Kota Pekanbaru merupakan pimpinan yang
diberikan amanah untuk melakukan kegiatan Dinas sesuai dengan tupoksinya.
Karena itu keberadaan Kepala Dinas tersebut merupakan alternatif sebagai
media sosialisasi atau penyebarluasan informasi program penghapusan aset

kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu Kepala
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Dinas/Badan/Kantor/Camat merupakan Pengguna Barang Milik Daerah dan
bertanggungjawab terhadap Barang Milik Daerah tersebut.

b. Media cetak dan elektronika.

Dengan mengetahui konsep program penghapusan aset kendaraan dinas di

Pemerintah Kota Pekanbaru secara utuh dan tahu apa yang terjadi dilapangan akan
sangat membantu para pelaku pendukung program penghapusan aset kendaraan

dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi dan perannya.
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Untuk sosialisasi ditingkat masyarakat, Pegawai Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pekanbaru Bapak Bapak Fadlinur, ia
mengatakan:

“Informasis tentang program penghapusan aset kendaraan bermotor di

Pemerintah Kota Pekanbaru jangan hanya disampaikan begitu saja, tetapi

perlu diberikan pemahaman secara mendalam kepada seluruh OPD di

Kota Pekanbaru tentang proses pendataan dan penghapusan aset itu

sendiri. Seluruh OPD. padal dasarnyajakan tertarik, menerima informasi

suatu program yang-datang dari luar dan‘akan mau berperan serta untuk
memberikan kontribusinya jika mereka merasakan ada manfaat yang yang
dapat diambil. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada seluruh OPD

di Kota Pekanbaru bahwa program penghapusan aset kendaraan

bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu jembatan

bagi daerah dalam mengelola aset-asetnya dalam rangka memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya.

Masalah™ yang terjadi dilapangan vyaitu fasilitas mengenai kendaraan
bermotor adalah bahwa pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih
membawa mobil/motor tersebut, sehingga secara administrasi tercatat sebagai aset
pada instansi tempat asal pejabat tersebut-bertugas. Hal ini mempengaruhi ketidak
teraturan dalam administrasi didalam buku inventaris. Tentunya hal ini
mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris.

Tahapan selanjutnya setelah proses penghapusan adalah pelelangan, hal
inilah yang masih belum efektif"karena belum adanya transparansi dalam proses
pelelangan terhadap kendaraan dinas yang sudah dihapuskan, adapun tahapan-
tahapan yang dilalui sesuai dengan penjelasan Kabid Pengelolaan Aset pada
BPKAD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pengelola Barang melalui

BPKAD Kota Mataram selaku koordinator pengelolaan BMD membuat



118

surat pemberitahuan kegiatan penghapusan BMD kepada semua SKPD
lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Atas dasar surat pemberitahuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna

:.E 3 : melakukan
-
"g 5’ lapa hadap BMD yang
Er a ’ idak memiliki
S e
E— <3 {.ﬂ . e dalam Berita
5 2 A

) |
E E 4. ; nomis. Panitia
< = & .
o = proses
2 = y
- M y D dapat berupa
- >
- . v
:T = 5 ?0 e penjualan/lelang
E r - BMD untuk memperoleh
E lelang. Penilaian BMD dapat
o
=

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

selaku Penilai Pemerintah atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku

penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

6. Setelah proses penjualan/lelang, terhadap BMD yang berhasil
terjual/dilelang hasilnya disetorkan ke rekening kas umum daerah dan

dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD. Sedangkan untuk BMD
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yang tidak berhasil terjual/tidak memiliki peminat dalam lelang, maka
ditindaklanjuti dengan mekanisme hibah atau pemusnahan BMD.

7. Jika pemindahtangan dilakukan dengan mekanisme hibah maka dibuatkan

&Eﬁwp‘&d@'ﬂgﬁw J mekanisme
. \ 2 |\ N a)

rat Keputusan
(BAST) BMD
nganan dan Berita

engan mekanisme

10. ; Al 3MD  tersebut, BMD

kebijakan, maka salah satunya adalah informasi. terjadinya kekurangan informasi,
maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik
kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang
akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut. Oleh karena itu
untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan kesamaan

pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk
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membrikan dukungan bagi pelaksananya. Keberhasilan implementasi kebijakan

ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan

kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta

ZJ]}’ Kategori
-
A
31-65
o
/
ika
A
Cukup
Baik

Berdasarkan Tabel 5.5. dijela pahwa Implementasi Kebijakan Publik
Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah
Kota Pekanbaru sudah terlaksana berada pada kategori sudah baik 22 %, cukup
baik 54 %, dan 22 % pelaksanaanya masih kurang baik. Ini bermakna dalam

pelaksanaan program Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah

Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
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Daerah Kota Pekanbaru masih menemukan kendala sehingga dalam pelaksanaan
program untuk mencapai kinerja belum maksimal. Berdasarkan data primer hasil
kuesioner dan sejalan pula dengan hasil wawancara terhadap informan kendala itu
terjadi dikarenakan oleh beberapa.faktor.

Adanya Program penghapusan asset kendaraan dinas Kota Pekanbaru
kegiatan yang dijalankan Badan'Pengelola jkeuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah,
pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan
barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Namun, seluruh
pengguna aset.dalam hal ini pengguna kendaraan dinas baik roda empat maupun
roda dua yang hampir sebagian besar adalah pejabat eselon I, Il dan IV harus
ikut bertanggungjawab dalam pengawasan dan pemeliharaan-aset tersebut. Begitu
pula bagi pengelola aset pada masing-masing OPD, pengelola barang harus
mengawasi secara ketat dan mencatat dengan akurat data aset yang dipergunakan
oleh satuan kerjanya. Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian dari
pengendalian secara integral, jika dilihat dari indikator Sumber Daya menurut
teori Edward (dalam, Winarno, 2012:186), bahwa Ketidakmampuan pelaksana
program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang
baru bagi mereka dimana melaksanakan program membutuhkan kemampuan yang
khusus, paling tidak mereka menguasai teknik-teknik administrasi pengelolaan
barang milik daerah. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan

untuk  menetukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
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membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf,
maupun pengadaan supervisor.

Faktor kuantitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset
kendaraan dinas_di Pemerintah.Kota Pekanbaru yang minim_berpengaruh dalam
tidak efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di
Pemerintah Kota Pekanbaru...Hal ini ‘dikarenakan informasi yang minim yang
diterima oleh pihak OPD yang menggunakan Kkendaraan bermotor milik
Pemerintah Kota Pekanbaru program penghapusan aset kendaraan bermotor di
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan demikian untuk mengantisipasi persoalan mengenai kemampuan
pegawai program penghapusan aset kendaraan dinas di.Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam mengelola kegiatan ini adalah dilakukan dengan memberikan
pelatihan-pelatihan secara kontinyu dan menyeluruh. Pelatihan tersebut lebih
diberikan kepada para pelaku ditingkat kelurahan/kecamatab sebagai bekal dalam
menjalankan program serta bekal sebagai pelaku yang secara langsung akan
menghadapi masyarakat sebagai sasaran program-penghapusan aset kendaraan
dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tingkat komunikasi dalam hal transparansi terhadap proses lelang yang
dilaksanakan BPKAD Kota Pekanbaru terhadap penghapusan kendaraan dinas
masih kurang baik, dimana berdasarkan aturan yang ada tanggungjawab terhadap
kondisi aset yang dipakai oleh pejabat pemerintah tidak merupakan
tanggungjawab penuh oleh BPKAD dan tidak hanya dibebankan kepada pengurus

barang saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan aset
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tersebut. Kesadaran yang kurang yang dimilki oleh para pegawai di lingkup
BPKAD Provinsi Riau mengakibatkan tanggung jawab yang diberi kepada
pegawai dalam hal pemakaian/ penggunaan aset tetap barang milik daerah
menjadi tidak efisien.

Struktur Birokrasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas
berupa susunan satuan organisasi|beserta 'pejabat, tugas dan wewenang, serta
hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen
merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama,
sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Arti penting dari manajemen
terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, baik atau tidaknya manajemen
pemerintah ~daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan,
khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer
daerah. Seorang Kepala Sub-Bagian mempunyali, tugas dan tanggung jawab untuk
mengatur dan mengarahkan staf, serta membantu atasan dalam menjalankan
fungsi organisasi. Absennya pejabat memberi pengaruh buruk terhadap organisasi
dan manajerial sehingga pengelolaan aset yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Bidang Kekayaan Daerah tidak berjalan dengan optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuali
dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau
sebaiknya meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya
agar proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan dengan maksimal, dan
meningkatkan sumber daya dalam hal staff dan informasi/wewenang agar

Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dapat dikelola oleh Sumber
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Daya Manusia yang kompeten, dan juga meningkatkan fragmentasi antar

anggotanya dalam hal struktur birokrasi agar staff dan pegawai BPKAD

menjalankan tugas sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

vada organisasi
anisasi publik.

ebijakan dapat
plementasikan
mplementasikan

dalam bentuk progra i asi e atau turunan dari



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Publik "Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Pekanbaruisudah terlaksana‘cukup baik. Hal yang menjadi faktor
kendala dalam hal penghapusan aset kendaraan dinas terkait sumber daya dalam
melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas Pemerintah Kota
Pekanbaru belum sepenuhnya maksimal, faktor kuantitas sumber daya pelaksana
program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang
minim dan kurang memadai berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi
program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam
konteks komunikasi, ditingkat-,OPD terkait—-dalam memahami dengan benar
seluruh proses pengelolaan barang milik daerah khususnya kaitan dengan
penghapusan Kendaraan Dinas terutama dengan metode pelelangan umum yang
dilakukan di Pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang baik, hal ini dikarenakan
informasi yang minim yang diterima-oleh pihak OPD yang menggunakan
kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Dilihat Struktur Birokrasi
dari proses pembuaatan keputusan penilaian terlalu lama dalam hal sistem
informasi penarikan kembali barang-barang asset yang akan dihapuskan,
pergudangan yang kurang representatif dan kurang tegasnya sanksi yang di
lakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru terhadap kendaraan dinas yang masih

digunakan oleh mantan-mantan pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
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Pekanbaru. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai
dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau
sebaiknya harus disertai penegakkan aturan yang tegas dan sanksi dan melakukan

penambahan sumber day am i 1, dalam penghapusan

)
¢

6.2. Sara
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hususnya yang

erintah Daerah

dinas yang masih digunakan oleh mantan-mantan pejabat di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberi sanksi berdasarkan aturan
yang ada. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap sebagai bagian besar
dari kekayaan daerah dapat dipertanggungjawabkan

3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota

Pekanbaru diharapkan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan
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semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Kota Pekanbaru selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam

pembuatan Daftar Hasil Penghapusan Barang sebagai bentuk kepatuhan

an serta keterbukaan
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